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PUTUSAN
Nomor 035/Pdt.G/2013/PA.Ars

LA ]
W
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai

Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Ketering), tempat
tinggal di Kabupaten Keerom; Selanjutnya disebut sebagai

"Penggugat",
melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Sopir), tempat
tinggal di Kabupaten Keerom, Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09
Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, Nomor:
035/Pdt.G/2013/PA.Ars, telah mengajukan gugatan cerai talak terhadap Tergugat

dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Ferbruari 2012, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Distrik Skanto sebagaimana ternyata dari Kutipan
Akta Nikah Nomor : 19/05/11/2012 tanggal 20 Februari 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di
kediaman di Arso Ill rumahnya Penggugat Jalan Kepiting Nomor 4999 RT.21
RW.VII, Kampung Jaifuri, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, dua minggu
kemudian Tergugat berangkat je Jawa untuk berobat selama empat bulan
Tergugat kembali ke Arso lll. Kurang lebih satu tahun Tergugat pindah di

rumah kakaknyatinggal sebagaitempat kediaman terakhir;

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup

rukun sebagaimana layaknya suamiistrinamun belum dikaruniai keturunan
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4. Bahwa sejak Setelah menikah dua hari sudah terjadi Konflik ketentraman

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan
adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi

yang disebabkan antara lain:

4.1. Tergugat sering bermain judi kalau dinasehati, malah kembali menghina
dan mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kotor;

4.2. Tergugat sering pulang tengah malam tanpa alasan;

4.3. Tergugat pernah menyerempet Penggugat dengan mobil, sehingga

Penggugatluka di bagian kaki;

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 08 Juli 2013, yang akibatnya
antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan
tempat kediaman bersama adalah Tergugat.;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan
cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil; antara
Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya sulit
ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalin lain selain Penggugat
mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara
Penggugatdengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
PENGGUGAT;

3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan
salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada
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Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan

Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkara Penggugat dan
Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan

untuk kepentingan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau,
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et
bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat yang telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak
hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau
kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan
tertanggal 17 dan 24 Juli 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, berdasarkan Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan
Mediasi, oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga
Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal atau Proses Mediasi dinilai tidak
layak dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha mendorong
mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun
kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat

gugatan Penggugattersebut, yangisinyatetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar
tanggapan atau jawaban dengan mengingat Tergugattidak pernah hadirdi muka
sidang:

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatanPenggugat, majelis hakim telah
memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti,
kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat
bukti sebagai berikut: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan
Agama Kecamatan Distrik Skanto Nomor 19/05/11/2012; Tanggal 20 Februari
2012 ( Bukti P)

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Penggugat juga
telah menghadirkan bukti saksi keluarga di muka sidang yang atas pertanyaan
Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :

1. SAKSI |, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di
Kabupaten Keerom
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Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang

yang secara terinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara iniyang
untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan TergugaT karena saksi sebagai anak kandung
Penggugat;

- Bahwa Saksi hadir waktu menikah Penggugat dan Tergugat di Arso 111, Masing-
masing berstatus sebagai Janda dan duda dan masing-masing punya anak

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Arso Ill, namun
Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa selama hidup berumah tangga tidak harmonis, sering cekcok disebabkan
karena Tergugat sering pulang larut malam dan main judi kalau di nasehati oleh
Penggugat malah balik marah dengan Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata
kasar kepada Penggugat, dan Tergugat pernah serempet mobil Penggugat dengan
sengaja, sehingga kaki Penggugat mengalami luka;

- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, tidak tinggal satu rumah lagi antara
penggugat dan Tergugat, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa berpisah tempat tinggal bersama, Tergugat hanya pernah sekali datang ke
rumah Penggugat untuk mengambil barangnya;

- Bahwa selama berpisah tidak pernah pernah ada upaya perdamaian untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut,

Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya,;

2. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Industri Rumah Tangga,
tempat tinggal di Kabupaten Keerom;
Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang
yang secara terinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara iniyang
untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dan juga
sebagai sahabat dekat;

- Bahwa meskipun saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat,
karena tidak ada di tempat pada saat itu, namun saksi mengetahui;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan mengontrak rumah Jl.
Bandung Arso 111 selama kurang lebih 2 (dua) bulana, kemudian pindah ke rumah JI.
Kepiting hingga sekarang;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah hidup bersama

sebagai suami-isteri namun belum dikaruniai keturunan;
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- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, karena sering

Penggugat dan Tergugat cekcok, Karena Tergugat punya kebiasaan main Judi dan
sering pulang tengah malam, dan kalau disehati oleh Penggugat, malah kembali
memarahi Penggugat yatiu Tergugat sering mengata-ngatai Penggugat dengan kata-
kata kotor, kasar, mengatai sudah tua, dan saksi sering melihat Tergugat main judi
karena kebetulan tempat bermain judi itu dekat dari rumah saksi;

- Bahwa Tergugat sering main dengan perempuan lain dengan mesra, dan saksi pernah
melihat secara langsung ketika di mobil, saksi pernah juga membaca SMS di
Handpon Tergugat janjian dengan perempuan, dan pernah Tergugat menyerempet
Penggugat dengan Mobil, sehingga Penggugat mengalami luka di kaki;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang 4 (empat)
bulan, Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada
Penggugat. Jangankan pada berpisah, pada saat tinggal bersama pun Tergugat tidak
pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, justeru Penggugat yang menafkahi
Tergugat, waktu Tergugat sakit Penggugat yang membiayai hingga Tergugat
sembuh ketika berobat di jawa;

- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak

berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat
tersebut, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Penggugattelah mencukupkan bukti-buktinya dan telah diberikan
kesempatan untuk mengajukan kesimpulan. Oleh Penggugat yang
menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap
pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya.

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya
persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai
dalam berita acara sidang yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah seperti
diuraikan tersebutdi atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap persidangan,
sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai
wakil atau kuasanya, meskipun pengadilan telah memanggil secara resmi dan
patut, dan ketidak hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah
menurut hukum, sehingga persidangan dilanjutkan dan di putus tanpa hadirnya

Tergugat, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 149 RBg.;
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Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas

menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil
Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada diwilayah hukum
Pengadilan Agama Arso, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49
ayat (1) hurup a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama
Arso berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan

Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan PERMA No. 1
Tahun 2008 tentang mediasi, dalam perkara ini tidak dapat dilakukan karena
Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, namun untuk memenuhi maksud
pasal 154 Rbg, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat di depan
sidang namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai
bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus
menerus yang sulituntuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

1. Tergugat sering main judi, sering pergi malam dan pulangnya tengah malam,
dan kalau dinasehati selalu mengeluarkan kata-kata kotor atau menyinggung
Penggugat;

2. Tergugat pernah menyerempet Penggugat dengan mubil, sehingga
Penggugatluka pada kaki;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah
menyampaikan bukti-bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi masing-
masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah. Dan terhadap bukti
tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. yang berupa akta otentik
yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, lagi pula
dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang
dipersengketakan di Pengadilan, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materil sebagai alat bukti yang sah dan majelis hakim akan
mempertimbangkan dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan pasal 284 dan
pasal 285 RBG,;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dua orang saksi masing-
masing bernama: Ike Trisnawati binti Nasir Samad dan Sutinah binti
Hanarbero, saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum.

6
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Dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran

sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat
dan Tergugat, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu
dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil
sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian, maka majelis hakim
patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan
pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan
gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat
dengan Tergugat yaitu sebagai berikut:

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat
sebagaimana (bukti P.) dan ikatan perkawinan tersebuttidak pernah putus hingga
saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk
mengajukan perkara gugatan cerai talak, oleh karena itu harus dinyatakan
terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam
perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar
mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan
bahwa sejak setelah menikah hubungan rumah tanggan antara Penggugat
dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
secara terus-menerus yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah
terjadi berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan, disebabkan karena sikap
Tergugat yang sering bermain judi, sering pergi dan pulangnya tengah malam,
dan kalau dinasehati oleh Penggugat, malah Tergugat kembali mengomeli
Penggugat dengan kata-kata yang menyinggung peresaan Penggugat, hal ini

akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa
yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit
untuk dirukunkan lagi, karena Tergugat sering bermain judi, sering pergi dan
pulangnyatengah malam, dan Tergugat pernah menyerempet Penggugat dengan
kendaraan roda empat sehingga kaki Penggugat mengalami luka dan berdarah
dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 hurup (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan

dipertimbangkan selanjutnya;
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Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga

tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan
terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling
percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara
Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama,
menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling
percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri
yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah
tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugatyang tidak ada bantahan
dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya
menjelaskan antara Penggugatdengan Tergugattelah terjadi perselisihan dalam
rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak
berperkara namun Penggugat terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan
Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan
berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan
yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi

perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang
mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak
dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk
meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan
fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai
dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai
dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai
dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang peradilan Agama dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat
(2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah
gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “Tasrih bi ihsan”,
hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab At

Thalag Min Asy Syari‘atil Islamiyah Wal Qonun halaman 40 yang diambil alih
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sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai

berikut;

Artinya:"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian
adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi
pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami
isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum
Allah”

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan
Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih kurang lebih 4 (empat) bulan
keduanya telah berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah
adalah Terguga, hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi
komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala
perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut
untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa terhadap terhadap
Penggugattersebutakan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada
cukup alasan dimana suamiistri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah
pihak. Selanjutnya dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menegaskan salah satu
alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus antara suamiistri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun .

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa
unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun
ceraigugatyaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus.

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada
harapan untuk kembali rukun.

= Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.
Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu

persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga
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Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat

dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan
Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh sikap
Tergugat yang sering main judi, sering pulang tengah malam, dan pernah
melakukan kekerasan dengan menyerempet Penggugat dengan kendaraan
emapt roda dan sikap Penggugat yang kalau dinasehati oleh Pengguat, malah
kembali menghina dan mencela Penggugat. Dengan demikian unsur pertama
tersbuttelah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari
perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat
telah terjadi pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 (empat) bulan dan yang
pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat; dan telah diupayakan oleh pihak
keluarga Penggugat agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil,
dengan demikian unsur kedua jugatelah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan
sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor | Tahun 1975, bahkan
Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1
Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur
ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk pasal
70 ayat (1) Undang-undang nomor; 7 tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1), dan (2)
Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa
gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan

dengan menjatuhkan talak ba’in;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan
bukti bahwa rumah tangga antara Penggugatdengan Tergugattelah pecah, dan
sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang
dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugatdengan Tergugat telah
rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk
melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh
Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang
dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba’in
shugraa Tergugat kepada Penggugat;
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Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula

yurisprudensi Mahakamah Agung Rl Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret
1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi

perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah
dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulituntuk mewujudkan rumah
tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan
oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan
kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau
kedua belah pihak. Haltersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam
dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalagq yang diambil alih menjadi
pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan Islam
memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/
tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan
suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan
akan membawa mudarata lebih besar dari kedua belah pihak, oleh karena itu
perceraian adalah alternatif terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat

dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

(,iw‘_}» \.@JH,&...J \7\3)\,&@1wvﬁy°

..v.\
(

Artinya” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.

Hal ini senafas dengan ketentuan yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam (KHI) jo pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa
tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan
suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling
pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi
berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar

kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan
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norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk

menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugatdengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut
untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain
sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidak
hadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan
gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka
Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang
menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, pasal 125 HIR/149 RBg. oleh karena
itu gugatan Penggugattersebutdapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa demi untuk tertib administrasi perceraian sebagaimana
diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,
maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Arso
untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukumtetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat
dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk
itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah
diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan
perubahan kedua, maka semua biaya yangtimbul akibat perkara ini dibebankan
kepada Penggugat;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan

perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap dipersidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirim salinan
putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai
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Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan

Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 466000,00 (empat ratus enam puluh enamribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Arso, pada hari Senin tanggal 29 Juli
2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1434 H. dalam
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso yang terdiri dari Drs.
Muhammad Thamrin A., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Khairil, S. Ag.
dan Adam,S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua
Majelis pada hariitu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
para Hakim Anggota serta Hj. Siti Rugaiyah, S. HI sebagai Panitera Pengganti
dan dihadiri oleh Penggugattanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Muhammad Thamrin A., MH

Hakim Anggota Hakim Anggota

Khairil, S. Ag. Adam,S.Ag

Panitera Pengganti

Hj. Siti Rugaiyah, S. HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,00
4. Redaksi :Rp. 5.000,00
5. Materai :Rp. 6.000,00
Jumlah Rp. 466.000,00

TERBILANG: EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM RIBURUPIAH
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Untuk Salinan Putusan
Yang sama bunyinyaoleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA ARSO

Moh. Abdul Kadir, S. Ag.
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